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LAPORAN SINGKAT 

KOMISI IV DPR RI  

(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, 

SERTA KELAUTAN) 

 
 

 
Tahun Sidang : 2021-2022 
Masa Persidangan : V 
Rapat  ke- : 7 
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan    
Sifat Rapat : Terbuka 
Hari/Tanggal           : Senin, 6 Juni 2022 
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai 
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV) 

Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta 
Acara : Membahas: 

1. RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023; dan 
2. Isu-isu Aktual lainnya. 

Ketua Rapat : Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR 
RI/F-PKB) dilanjutkan oleh G. Budisatrio Djiwandono 
(Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-Gerindra) serta  
didampingi oleh H. Dedi Mulyadi (Wakil Ketua Komisi IV 
DPR RI/F-PG) dan Rusdi Masse Mappasessu (Wakil 
Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem)  

Sekretaris Rapat 
 
Hadir      

: 
 
: 

Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV     
DPR RI) 
A. 46 Anggota dari 52 Anggota Komisi IV DPR RI 
B. Hadir Pemerintah: 

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 

2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 

3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris 
Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal 
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem); 

4. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Direktur Jenderal 
Pengelolaan Hutan Lestari); 

5. Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. (Direktur Jenderal 
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan 
Rehabilitasi Hutan); 

6. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur 
Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan 
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Bahan Berbahaya dan Beracun);  
7. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur 

Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan 
Lingkungan); 

8. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur 
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan);  

9. Ir. Ary Sudijanto, M.Sc. (Kepala Badan 
Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan); 

10. Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.        
(Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan 
Tata Lingkungan); 

11. Ir. Hartono, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi 
Gambut dan Mangrove); 

12. Wahyu Kuncoro (Direktur Utama Perum 
Perhutani); 

13. Oman Suherman (Direktur Utama PT Inhutani I); 
14. Bakhrizal Bakri (Direktur PT Inhutani II);  
15. Sri Widodo (Direktur PT Inhutani IV); dan 
16. Dicky Yuana Rady (Direktur Utama PT Inhutani 

V). 
   

I. PENDAHULUAN  

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan, membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023 dan Isu-Isu 
Aktual lainnya, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Anggia Erma 
Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB) dan rapat dinyatakan 
terbuka untuk umum. 

 

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN: 

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan mengenai Pagu Indikatif Belanja Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan 
Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas 
Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2022 
tanggal 18 April 2022, sebesar Rp6.182.089.382.000,00 (enam triliun 
seratus delapan puluh dua miliar delapan puluh sembilan juta tiga ratus 
delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan 
melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Eselon I 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rapat Dengar 
Pendapat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk memprioritaskan penyelesaian permasalahan tanah 
dalam kawasan hutan atas penguasaan lahan oleh masyarakat dalam 
bentuk pemukiman, lahan pertanian, fasilitas umum, dan fasilitas 
sosial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan untuk melakukan evaluasi dan tindakan tegas terhadap 
Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang sudah 
mendapatkan Persetujuan, namun tidak melaksanakan kewajiban 
kepada negara berupa pembayaran pajak, pembayaran Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP), rehabilitasi DAS, reklamasi tambang, 
pemulihan fungsi lingkungan, serta berkinerja rendah sebagaimana 
luasan wilayah perizinannya yang berpengaruh terhadap kuota 
perizinan suatu wilayah. 
 

4. Komisi IV DPR RI mendukung penambahan Pagu Anggaran Indikatif 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.  
 

 
III. PENUTUP 

 Rapat ditutup pukul 16.30 WIB. 

 
Menteri Lingkungan Hidup  

dan Kehutanan, 
 

Ttd. 
 

Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. 
 

Komisi IV DPR RI 
Ketua Rapat, 

 
Ttd. 

 
G. Budisatrio Djiwandono 

A-127 
 

 


